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ABSTRACT

The inception of Act of Republic Indonesia Number 1 of 2003 concerning
Micro Financial Institutions led to the dualism of regulations regarding the
supervision of Micro Financial Institutions (MFI), viz. againsts Act Number 25 of
1992 concerning Cooperatives. The dualism or overlapping happens as an
implication of the enforcement of provisions that MFIs are to be incorporated as
cooperatives. Furthermore, the development of MFIs in Indonesia was followed by
the emergence of many cases of fraudulent or embezzlement resulting the loss of
customer funds. This research is focusing on the urgency of MFIs supervision in
Indonesia which was done by reviewing supervision of MFIs in Indonesia based on
the concept of Magasid Asy-Syari'ah and by conducting legal analysis referring to
the existing regulations.

The type of this research is field research with a normative juridical
approach. The method used for data analyzing in this qualitative research was
descriptive — analytic. Those data were obtained by literature review from all
written sources, both printed and electronic media.

The results of this study showed that supervision of MFIs in Indonesia is
carried out with coordination between two attributive authorized institutions, those
are Financial Services Authority and Ministry of Cooperatives. The Financial
Services Authority has the authority to supervise the business activities carried out
by MFIs, while the Ministry of Cooperatives has the authority to oversee the
institutionalization of MFIs that are incorporated as cooperatives. Furtheromore,
the level of supervision realization occupies the daruriyyat level or a necessity
because MFI is regarded to be a means (wasi/a/) to achieve the five main aspects
(religion, soul, mind, descent, and property). So, its existence must be maintained
mindfully, and also the things that hinder its absence must be eliminated.
Furthermore, the
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ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003
tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebabkan dualisme peraturan tentang
pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yakni terhadap Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dualisme atau tumpang tindih
tersebut terjadi sebagai implikasi dari diberlakukannya ketentuan bahwa LKM
disyaratkan berbentuk badan hukum koperasi. Selanjutnya perkembangan LKM di
Indonesia diikuti dengan munculnya banyak kasus penipuan atau penggelapan yang
mengakibatkan hilangnya dana nasabah. Penelitian ini berfokus pada urgensi
pengawasan LKM di Indonesia yang dikaji berdasarkan konsep Magasid Asy-
Syari'ah dan analisis hukum yang mengacu pada regulasi yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis
normatif. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian
kualitatif ini adalah deskriptif analitik. Data tersebut diperoleh melalui tinjauan
pustaka dari semua sumber tertulis, baik media cetak maupun elektronik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan LKM di Indonesia
dilakukan dengan koordinasi antara dua lembaga yang memiliki kewenangan
atribusi yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi. Otoritas Jasa
Keuangan memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan
olen LKM, sedangkan Kementerian Koperasi memiliki kewenangan untuk
mengawasi kelembagaan LKM yang berbentuk badan hukum koperasi. Adapun
tingkat realisasi pengawasan menempati tingkat daririyyat atau suatu kebutuhan
karena LKM dianggap sebagai sarana (wasila/) untuk mencapai lima aspek utama
(agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Jadi, keberadaannya harus dijaga dengan
penuh perhatian, dan juga hal-hal yang menghambat ketiadaannya harus
dihilangkan.

Kata kunci: Pengawasan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:
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VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan
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VIII. Kata sandang Alif + Lam
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan suatu bentuk lembaga
keuangan yang sangat populer dan mengalami perkembangan yang cukup pesat dan
memiliki nama dan bentuk yang sangat plural. LKM mengusung misi untuk
menumbuhkembangkan perekonomian rakyat yang berdasar atas demokrasi
ekonomi. LKM mengalami perkembangan sejak tahun 1990-an yang semula
bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah,
dengan cara meningkatan pendapatan masyarakat dengan menciptakan kesempatan
kerja dan meningkatkan produktivitas usaha mikro, serta mengurangi keterikatan
terhadap panen-panen yang seringkali dihadapkan dengan risiko gagal.
Selanjutnya LKM mengalami perkembangan peran dengan mulai mengajak
masyarakat untuk menyimpan sebagian dananya di lembaga-lembaga tersebut baik

dalam bentuk tabungan atauyang lainnya.

Pada perjalanannya, LKM dihadapkan pada problem hukum yang bermula
dari permasalahan legalitas untuk menjalankan ‘kegiatan -menghimpun dana

simpanan dari masyarakat, yaitu adanya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1)?

! Lincolin Arsyad, Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas
(YYogyakarta: ANDI, 2008), him. iii.

2 Bunyi Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan “Setiap pihak yang melakukan kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin
usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.2 Oleh karena itu, eksistensi
LKM sangat membutuhkan sebuah regulasi sebagai dasar hukum berupa peraturan
perundang-undangan yang khusus serta komprehensif sehingga dapat memperkuat
status legal LKM dan juga dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap

nasabah dari segala situasi dan kondisi yang dapat merugikan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka memberikan landasan hukum yang
kuat atas beroperasinya LKM, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan
Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Namun,
ternyata lahirnya regulasi ini memunculkan problem hukum baru bagi LKM.
Problem hukum terjadi karena adanya ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU
No.1 Tahun 2013 yang mengatur bahwa pendirian LKM disyaratkan dengan bentuk
badan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Selanjutnya, pada Pasal 9
tentang Perizinan LKM harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

sebelum menjalankan dan mengelola kegiatan usahanya..

Dalam Peraturan. Menteri Koperasi| dan Usaha Kecil /dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan
Koperasi menunjuk Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebagai lembaga

pengawas yang berwenang, sedangkan LKM yang diatur oleh Undang-Undang

apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang
tersendiri”

¥ Muhammad Muhtarom, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian
dan Lembaga Keuangan Mikro,” Yustisia, Vol. 3 No. 2 (Mei — Agustus 2014), him. 57.



Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dengan pengaturan dan
pengawasan yang dikendalikan oleh OJK yang diberlakukan kepada semua LKM
baik berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas. Hal ini menjadikan LKM
dihadapkan pada persoalan hukum vyaitu terjadinya dualisme atau overlapping

(tumpang tindih) pengaturan terhadap pegawasan LKM berbentuk Koperasi.

Implementasi pelaksanaan dualisme pengaturan dan pengawasan
menyebabkan terjadinya kendala dalam hal penanganan sebuah kasus pada LKM
dengan bentuk badan hukum koperasi, meskipun OJK sudah memiliki kewenangan
dalam penindakan LKM, tetapi realitanya tidak dapat mengambil banyak tindakan
karena masih terdapat banyak lembaga keuangan berskala mikro yang tidak
mengurus perizinan kelembagaan pada OJK.* Sedangkan menurut Deputi Direktur
Kebijakan Penyidikan OJK Regional 1V, | Ketut Widiana bahwa dalam UU
Koperasi tidak ada aturan pemidanaan sebuah perkara melainkan hanya sebatas
pemberian pembinaan. Jadi, ketika ada kasus investasi yang berkedok koperasi
(dalam hal tidak mengurus perizinan pada OJK), maka yang dilanggar adalah UU
Koperasi dan bukan UU OJK; maka menjadikan sulit untuk menjerat kasus yang

demikian:®

4 Kamaluddin Pane, dkk., “Pengawasan dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan
Hukum Terhadap Dana Masyarakat yang Disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP),”
USU Law Journal, Vol. 7 No. 2 (Juni 2019), him. 65.

5 “OJK: Uuu Koperasi tidak  memberikan efek  jera  pelaku,”
https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-uu-koperasi-tidak-memberikan-efek-jera-pelaku, akses
pada 30 Januari 2020.



https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-uu-koperasi-tidak-memberikan-efek-jera-pelaku

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perangkat hukum yang ada belum dapat
mewujudkan tujuan hukum pada aspek perlindungan secara represif (penindakan)
atas kepentingan masyarakat. Adapun tujuan hukum itu sendiri adalah untuk
mewujudkan keadilan, ketertiban, dan ketenteraman.® Maka jika tujuan
perlindungan dilaksanakan dengan baik, bukan saja ‘korban’ yang akan
mendapatkan perlindungan, akan tetapi memberikan dampak lebih luas lagi.”
Sedangkan menurut Van Averdorn tujuan hukum itu mengatur pergaulan atau
hubungan antar masyarakat secara adil dan damai. Adapun perdamaian di antara
masyarakat sebagai subjek hukum diwujudkan dengan adanya perlindungan
terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, seperti kehormatan, jiwa, harta, dan

sebagainya.®

Tujuan hukum tersebut sejalan dengan tujuan adanya hukum syariah
(hukum Islam) apabila ditinjau berdasarkan konsep Magasid Asy-Syari’ah. Adapun
hukum tercipta dengan membawa tujuan, yaitu guna agar dapat melindungi hak dan
kepentingan manusia yang tergolong pada 5 (lima) aspek kebutuhan manusia antara

lain adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, dan harta.

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun ‘memfokuskan penelitian pada

sistem pengawasan LKM yang ada di Indonesia dengan mengacu pada UU No 1

¢ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), him. 28-35

" Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him.
23.

8 Syamsul Arifin, dkk., Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: Citapustaka Media, 2015),
him. 7.



Tahun 2013 tentang LKM dan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal
ini didasari karena pada kedua aturan tersebut dinilai terdapat overlapping
(tumpang tindih) terkait pengaturan pengawasan pada LKM dengan bentuk badan
hukum koperasi. Adapun fokus penelitian pada badan hukum koperasi dikarenakan
LKM yang berbadan hukum koperasi mengalami perkembangan dan pertumbuhan
yang pesat dibandingkan dengan LKM dengan bentuk badan hukum PT (Perseroan

Terbatas).

Pertumbuhan Koperasi tampak pada laporan data Koperasi Per 31
Desember 2019 yang menunjukkan jumlah Koperasi di Indonesia adalah sebanyak
123.048. Adapun data yang ditampilkan dalam direktori LKM yang terdaftar di
OJK November 2020, antara lain sebanyak 182 dari 224 LKM yang terdaftar di
OJK adalah berbadan hukum Koperasi, sedangkan sisanya yaitu 42 adalah LKM
berbadan hukum PT. Sedangkan terkait jumlah LKM (legal/non) di Indonesia,
belum ditemukan data yang menyajikan keakuratan jumlah lembaga ini, nhamun
pada tahun 2015 OJK menyebutkan terdapat 637.000 LKM di Indonesia belum

memiliki izin operasi.®

Eksistensi Koperasi tidak terlepas dari Konsep kekeluargaannya yang
mengutamakan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak sebagai
manifestasi dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun

sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan” yang kemudian diamandemen

9 “OJK: 637 Ribu LKM di Indonesia Belum Berizin,”
https://www.wartaekonomi.co.id/read50552/0jk-637-ribu-lIkm-di-indonesia-belum-berizin.html,
akses pada 20 Desember 2020.



https://www.wartaekonomi.co.id/read50552/ojk-637-ribu-lkm-di-indonesia-belum-berizin.html

menjadi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaa, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Bahkan Koperasi disebut sebagai soko
guru perekonomian Indonesia sebagaimana yang digagas oleh Bung Hatta. Maka
menjadi tidak mengherankan apabila LKM Koperasi menjadi lembaga andalan bagi

usaha riil-mikro di Indonesia.

Selanjutnya, fokus penelitian ini juga melakukan analisa pengawasan
terhadap LKM di Indonesia berdasarkan prinsip hukum Islam yaitu dengan
menggunakan konsep Magasid Asy-Syari’ah perspektif Jasser Auda. Konsep
Magasid Asy-Syart’ah Jasser Auda yang telah mengalami kontemporesasi dianggap
sesuai dan dapat digunakan untuk menganalisa sejauh mana konteks ‘kekinian’
terkait urgensi dan perlindungan Islam terhadap sebuah lembaga keuangan mikro
di Indonesia berdasarkan pemaparan data tentang kasus-kasus fraud yang terjadi

pada LKM di Indonesia yang marak muncul belakangan.

B. Rumusan Masalah
Untuk menjawab isu permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan pada
poin sebelumnya, maka dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah yang
menjadi fokus kajian penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem pengawasan pemerintah terhadap lembaga keuangan
berskala mikro di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan konsep Magqasid Asy-Syari’ah tentang pengawasan

pada lembaga keuangan mikro di Indonesia?



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian:
1) Untuk mengetahui sistem pengawasan pemerintah terhadap LKM di
Indonesia
2) Untuk mengetahui analisa konsep Magasid Asy-Syari’ah terhadap
pengawasan pada LKM di Indonesia
2. Kegunaan Penelitian
1) Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan akan memberikan
sumbangsih dalam khazanah keilmuan, juga dapat memberi informasi
secara deskriptif pada kalangan akademisi, serta diharapkan dapat
menjadi sebuah langkah awal untuk melakukan penelitian yang lebih
mendalam berkaitan dengan pengawasan lembaga keuangan skala
mikro yang ada di Indonesia.
2) Kegunaan Praktis: Penelitian ini diharapkan turut berkontribusi dalam
sistem pengawasan terhadap lembaga keuangan berskala mikro di
Indanesia.
D. Telaah Pustaka
Kajian. mengenai pengawasan terhadap LKM dan Koperasi bukanlah
merupakan sesuatu hal yang baru. Hal tersebut disebabkan karena lembaga tersebut
sangat eksis di masyarakat sehingga menuntut adanya perubahan dan
perkembangan hukum yang dapat mengakomodir dan mengimbanginya. Oleh

karena hal tersebut, maka peluang untuk melakukan kajian tentang LKM dan



Koperasi juga selalu terbuka. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terdapat
beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang tema yang akan peneliti kaji.
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Epi Anggrahini dengan judul
“Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul
Maal Wat Tamwil oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan.” Penelitian tersebut berangkat dari
disahkannya UU tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menjadikan kewenangan
dalam pengawasan terhadap KIKS BMT terjadi tumpang tindih antara Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dan Kemenkop. Penelitian ini menganalisa tentang sistem
pengawasan KJKS BMT di Indonesia, serta melakukan analisa terhadap
kewenangan antara kedua lembaga tersebut’® Kesamaan dengan penelitian yang
akan peneliti lakukan adalah pada objek kajiannya yaitu mengenai pengawasan
OJK dan Kemenkop terhadap Lembaga Keungan Mikro di Indonesia dengan
berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Adapun
perbedaannya adalah pada penggunaan konsep Magasid Asy-Syari’ah sebagai pisau
analisa yang tidak terdapat dalam penelitian Epi. Selain-itu, pada penelitian yang
akan penulis lakukan tidak ‘mengkotak-kotakkan’ jenis lembaganya, melainkan
melakukan generalisasi terhadap bentuk lembaga yang mempunyai kegiatan serupa
dengan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro, baik yang berdasarkan prinsip

syariah maupun tidak.

10 Epi Anggrahini, “Problem Kewenangan Dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan
Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Serta Otoritas Jasa Keuangan,” Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
(2015).



Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Oktriningsih dengan judul
“Analisis Hukum terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementrian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan
Mikro Berbentuk Koperasi.” Penelitian ini berangkat dari adanya wewenang OJK
dalam mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia, sementara Koperasi
sebagai salah satu bentuk LKM dibina dan diawasi oleh Kementrian Koperasi dan
UKM berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.!! Persamaan
penelitian terletak pada objek yang menjadi kajian penelitian yaitu sistem
pengawasan Lembaga Keuangan Mikro yang berdasar pada kewenangan OJK dan
Kementrian Koperasi dan UKM. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian
yang akan peneliti lakukan memasukkan variable Magasid asy-Syari’ah yang
digunakan sebagai pisau analisa terhadap urgensi pengawasan lembaga keuangan
mikro di Indonesia.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Beny Nurhadi dengan judul “Pola
Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Yang Berbadan Hukum Koperasi.”
Penelitian ini. melakukan kajian tentang peran QJK, Menteri KUKM dan DPS
dalam melakukan pengawasan terhadap BMT yang berbadan hukum Koperasi.
Adapun fokusnya adalah pada pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip

syariah oleh BMT sebagai LKMS yang berbadan Koperasi.'?> Penelitian ini

11 Diah Ayu Oktriningsih, “Analisis Hukum terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
dan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan
Mikro Berbentuk Koperasi,” Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

12 Beny Hurhadi, “Pola Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Yang Berbadan
Hukum Koperasi,” Jurnal Populis, Vol. 3 No. 5 (Juni 2018).
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memiliki kesamaan pada objek yang meneliti tentang sistem pengawasan terhadap
lembaga keuangan berskala mikro. Adapun yang membedakan adalah, jika pada
penelitian tersebut fokus kajiannya adalah pada mekanisme dan sinergisitas instansi
terkait dalam hal pengawasan implementasi atau penerapan prinsip-prinsip syariah
pada BMT, maka dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pengawasan
terkait perlindungan hukum terhadap dana nasabah penabung dan nasabah investor
pada lembaga keuangan skala mikro.

Keempat, artikel dengan judul “Pengawasan dan Penindakan Sebagai
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat yang Disimpan di
Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP)” yang ditulis oleh Kamaluddin Pane dkk.
Anrtikel tersebut mengkaji tentang legalitas KSP dalam kegiatan menghimpun dana
berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 dan UU No 1 tahun 2013, serta kewenangan
pengawasan dan penindakan Bl dan OJK terhadap kegiatan pengimpunan dana.
Artikel tersebut juga mengkaji tentang sistem hukum dalam peraturan di
Kementrian KUKM terkait peran pengawasan penjaminan atas dana yang disimpan
nasabah di lembaga KSP." Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan yaitu kajian terhadap sistem ‘pengawasan pemerintah- pada lembaga
keuangan skala mikro’ yang mengacu pada UU No. 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian dan UU No 1 tahun 2013 tentang LKM. Adapun yang
membedakannya adalah pada tinjauan hukum islam yang akan peneliti lakukan

dengan menggunakan konsep Magasid al-Syari’ah.

18 Kamaluddin Pane, dkk., “Pengawasan dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan
Hukum Terhadap Dana Masyarakat yang Disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP),”
USU Law Journal, Vol. 7 No. 2 (Juni 2019).
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Kelima, artikel yang ditulis oleh Widi Imanuel Kaligis dengan judul “Peran
Badan Pengawas dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pekoperasian.” Pada penelitian tersebut, Widi
berfokus pada perihal peran atau fungsi serta wewenang dan tanggung jawab badan
pengawas terhadap koperasi.!* Penelitian ini memiliki persamaan pada objeknya
yaitu tentang pengawasan badan pengawas koperasi dalam UU Perkoperasian.
Adapun yang membedakannya adalah adanya dua objek kajian yaitu selain pada
UU Perkoperasian juga dilakukan analisa terhadap pengawasan OJK pada UU
Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu pada penelitian yang akan peneliti lakukan
juga memasukkan variable baru yaitu Magasid asy-Syari’ah yang digunakan
sebagai pisau analisa permasalahan.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Thalis Noor Cahyadi dengan judul “Baitul
Maal Wat Tamwil: Legalitas dan Pengawasannya.” Kajian tersebut berangkat dari
fakta tidak adanya regulasi bagi BMT yang disebabkan karena kegiatan BMT yang
dipandang berada di antara koperasi dan bank. Oleh karena itu, pada artikel tersebut
berfokus meneliti. tentang- legalitas' BMT 'serta wewenang kepengawasannya.™®
Penelitian ini memiliki kesamaan objek yaitu tentang sistem pengawasan terhadap
BMT yang termasuk dalam LKM. Letak perbedaannya adalah pada titik tolak

permasalahannya. Jika pada artikel tersebut titik permasalahannya adalah mengenai

4 Widi Imanuel Kaligis, “Peran Badan Pengawas dalam Pengawasan Koperasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pekoperasian.” Lex Privatium, Vol.
V No. 10 (Desember 2017).

15 Thalis Noor Cahyadi, “Baitul Maal Wat Tamwil: Legalitas dan Pengawasannya,” Jurnal
Ekonomi Syariah Indonesia, VVol. 1l No. 2 (Desember 2012).
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legalitas keberadaannya dan juga wewenang pengawasan yang berangkat dari
regulasi. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bertitik
tolak pada fakta atau fenomena mengenai pengawasan Koperasi dan LKM yang ada
di Indonesia.

Ketujuh, artikel yang berjudul “Analisis Syariah Compliance Koperasi
Syariah Magasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi
dan UMKM” yang disusun oleh Musyafa dkk. Penelitian tersebut merupakan field
research yang dilakukan di beberapa koperasi syariah di Jepara. Fokus
penelitiannya adalah pada pengawasan tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap
penerapan akad dan prinisp-prinsip syariah yang didasarkan pada magasid index
dan peraturan deputi pengawasan kementerian koperasi dan UMKM No.
07/Per/Dep.6/1VV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS
Koperasi.'® Persamaan penelitian tersebut hanya pada tema secara umum dengan
penelitian yang akan peneliti kaji yaitu tentang pengawasan dan Koperasi Syariah
sebagai salah satu objeknya. Namun jika pada artikel tersebut fokus pengawasannya
pada syariah-.compliance atau kepatuhan penerapan prinsip syariah, maka dalam
penelitian yang akan ‘peneliti lakukan -adalah pengawasan: terhadap lembaga
Koperasi maupun LKM yang berkaitan dengan perlindungan dana nasabah.

Kedelapan, artikel dengan judul “Alternative Sistem Pengawasan Pada
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mewujudkan

Shariah Compliance” yang ditulis oleh Farid Hidayat. Penelitian tersebut mengkaji

16 Musyafa, dkk., “Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Magasid Index dan
Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM,” Mahkamah, Vol. 3 No. 2
(Desember 2018).
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tentang sejauh mana pengawasan DPS terhadap koperasi syariah dalam penerapan
prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya. Selain itu, artikel tersebut
juga mencoba memberikan solusi sebagai upaya dalam mewujudkan Shariah
Compliance.l’ Penelitian ini mempunyai objek penelitian yang sama yaitu tentang
pengawasan terhadap KSPPS, namun berfokus pada penerapan prinsip syariah
dalam operasionalnya. Sedangkan, dalam penelitian yang akan peneliti lakukan
adalah urgensi pengawasan dalam rangka melindungi nasabah dari kemungkinan
kecurangan KSPPS.

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Tita Novitasari yang berjudul “Peran
Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil
(BMT): Studi Kasus BMT Global Insani).” Artikel tersebut membahas peran dan
keterlibatan OJK dalam mengawasi lembaga BMT, terutama dikaitkan dengan
perlindungan nasabah BMT ilegal dengan mengambil contoh BMT (ilegal) Global
Insani.!® Penelitian tersebut sangat mendekati dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan, yaitu pengawasan terhadap BMT atau LKM dengan mengaitkan
perlindungan, nasabah. Namun, pada penelitian yang akan peneliti lakukan
objeknya tidak hanya khusus pada BMT, tetapi juga Koperasi dan LKM secara
umum. Selain itu, peneliti juga akan mencoba menganalisa menggunakan konsep

Magasid al-Syart’ah.

17 Farid Hidaya, “Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mewujudkan Shariah Compliance,” Mahkamah, Vol. 2 No. 1
(Desember 2016).

18 Tita Novitasari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maall
wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani,” Undang: Jurnal Hukum, VVol. 2 No. 1 (2019).
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Sejauh hasil penelusuran penelitian dengan tema pengawasan LKM atau
Koperasi, peneliti belum menemukan penelitian yang berfokus pada pengawasan
LKM dan Koperasi berdasarkan UU Perkoperasian dan UU LKM yang dikaitkan
dengan realita atau fakta lapangan, kemudian melakukan tinjauan urgensi dengan
menggunakan prinsip hukum Islam. Adapun yang perlu digaris bawahi bahwa pada
penelitian yang akan peneliti lakukan, tidak melakukan framing apakah lembaga
tersebut Koperasi, LKM, Koperasi Syariah, atau LKMS, dan lembaga serupa
lainnya. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji tentang pengawasan lembaga
keuangan berskala mikro di Indonesia dengan menggunakan konsep Magasid al-

Syart’ah sebagai pisau analisanya.

E. Kerangka Teoretik
1. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, LKM adalah lembaga
keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha
skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun
pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari
keuntungan. Peran LKM adalah untuk memfasilitasi kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah melalui pinjaman yang relatif kecil dengan waktu yang

relatif singkat. Maka LKM dan bank komersial (bank umum) menempati
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keunggulan masing-masing dan saling melengkapi, karena kedua sektor tersebut
melayani kelompok dan tujuan peminjaman yang berbeda.*®

LKM disebut sebagai lembaga yang berdimensi ekonomi dan sosio-
kultural. Microfinance tidak hanya berorientasi pada pemberian layanan keuangan
kepada nasabah/klien semata, tetapi juga mengusung nilai moral dengan bentuk
kepedulian sosial untuk pemberantasan kemiskinan. Selain itu, LKM juga
menyediakan jasa konsultasi dan pengembangan usaha serta berbagai pelatihan
yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada anggota.?’ Secara garis besar
layanan atau produk jasa yang dijalankan oleh LKM meliputi jasa keuangan dan
non-keuangan. Produk jasa non-keuangan mencakup layanan yang bersifat sosial.
Sedangkan jasa keuangan meliputi kegiatan yang memobilisasi dana anggota dan
masyarakat, baik berupa tabungan mikro atau kredit mikro.

LKM merupakan sebuah lembaga yang eksis di dalam kehidupan
masyarakat, maka adanya sebuah peraturan tentang LKM dipahami sebagai sebuah
reaksi pemerintah terhadap kebutuhan sistem untuk mengoptimalkan mobilisasi
dana, mewujudkan pengalokasian dana yang. efisien,  memberikan perlindungan
pada para nasabah penabung, serta memberikan penjaminan;dalam penggunaan
manajemen risiko yang tepat. Namun bagi lembaga keuangan tradisional, dasar
pemikiran yang utama dalam pengaturan dan pengawasan pada lembaga keuangan
adalah perlindungan bagi konsumen, walau tidak secara khusus dalam bentuk

penabung umum. Chaves dan Gonzales-Vega menunjukkan kenyataan bahwa

¥ Lincolin Arsyad, Lembaga Keuangan Mikro..., hlm. 28-29.

20 1bid., hIm. 25
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klaim tabungan tetap didasari oleh pinjaman yang beresiko yang membuat
pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga intermediasi keuangan menjadi
penting.?
2. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dalam
terminologi Inggris lebih sering menggunakan istilah controlling.?? Menurut
George Robert Terry?® pengawasan merupakan sebuah proses penentuan segala
sesuatu yang harus dilakukan sesuai standar, segala sesuatu yang sedang
dikerjakan meliputi pelaksanaan, mengevaluasi pelaksanaan dan jika diperlukan
dilakukan koreksi berupa perbaikan-perbaokan, sehingga pelaksanaan dapat tepat
dan selaras dengan standar yang ada.?*

Pengawasan dapat dilakukan baik sebelum atau setelah dikerjakannya
kegiatan. Pengawasan yang diadakan sebelum pekerjaan disebut dengan
Pengawasan Preventif dengan tujuan menghindari terjadinya penyimpangan-

penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan

2L 1bid., him.-97.

22 Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta: Kencana,
2012), him. 317.

23 Seorang professor di Ball State University dan penulis buku legendaris dalam bidang
ilmu manajemen yang berjudul “Principles of Manajemen” pada 1960. Pada tahun 1961 G.R. Terry
mendapat penghormatan sebagai presiden ke 14 Akademi Manajemen. Dalam sejarahnya G. R.
Terry lebih dikenal sebagai seorang penulis dan peneliti.

24 Lihat Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi dan
Kasus (Yogyakarta: Absolute Media, 2017), him. 98 dan Sukmadi, Dasar-Dasar Managemen
(Bandung: Humaniora, 2014), him. 96.
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pasca-penyimpangan dengan tujuan supaya penyimpangan tersebut tidak timbul
lagi dan terjadi secara berulang disebut Pengawasan Represif.

Pada dasarnya pengawasan ada yang dilakukan secara langsung maupunn
tidak langsung. Pengawasan langsung (direct control) dilaksanakan tanpa
perantara yaitu oleh kepala perusahaan atau lembaga, untuk memeriksa pekerjaan
yang sedang dikerjakan. Sedangkan pengawasan tidak langsung (indirect control)
merupakan pengawasan yang dikerjakan secara lisan maupun secara tertulis.?

3. Magasid Asy-Syari’ah

Magasid Asy-Syari’ah menurut Jasser Auda, merupakan sebuah tujuan baik
yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu
hal tertentu.?® Pada dasarnya inti Magasid Asy-Syari’ah secara tidak langsung sudah
termuat pada kandungan pengertian syari’ah sebagaimana yang dikemukakan
Syaltout dan Sayis yaitu seperangkat aturan-aturan Tuhan yang diperuntukkan
kepada umat manusia dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di
dunia dan di akhirat.2” Menurut al-Syathibi esensi Magasid Asy-Syari’ah adalah
kemaslahatan seluruh manusia.?

Menurut Imam -al-Syatibi, yang-telah disepakati oleh-jumhur ulama,

menyimpulkan bahwa Allah menentukan berbagal aturan syariat dengan tujuan

% Lihat Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, Pengantar..., him. 103-104.

% Jasser Auda, Magasid Al-Shari’ah A Beginner’s Guide (Washington: The International
Institute Of Islamic Thought), him. 3

21 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1996), him. 63.

28 1bid., him. 64.
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untuk memelihara lima unsur pokok manusia yang biasa disebut Magasid Asy-
Syart’ah (tujuan-tujuan syara’). Sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya dengan
istilah al-usil al-khamsah(lima dasar). Kelima unsur itu ialah memelihara agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. 2

Teori tentang Magasid Asy-Syari’ah adalah kontinuitas dari konsepsi
maslakah sebagai halnya yang dicanangkan para ulama sebelum al-Syatibi. Dalam
Magasid Asy-Syart’ah merujuk beberapa nilai dasar kebaikan yang diringkas dalam
lima unsur pokok kehidupan (al-usi/ al-khomash) sebagai sebuah kemaslahatan
yang harus diwujudkan.®® Bahkan bagi sebagian ahli hukum Islam, Magasid Asy-
Syart’ah digunakan sebagai sebuah ungkapan alternatif atau sinonim dari
maslakah, seperti Abdul Malik Al-Juwaini.®* Singakatnya dapat dikatakan bahwa
Magasid Asy-Syari’ah adalah maslakah, dan maslakah adalah magasid asy-
syart’ah.>?

Berdasarkan beberapa literatur, Magasid Asy-Syari’ah diklasifikasikan ke
dalam sejumlah dimensi. Antara lain:

a) Berdasarkan tingkatan keniscayaan; ulama. membagi kepada tiga

kategori dan-tingkat kekuatan.>* Pertama, Muaqgasid al-Daririyyat

2% Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh (Jakarta: Amzah, 2011), him. 308.

30 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fighiyyah: Isu-isu Fikin Kontemporer (Yogyakarta:
Teras, 2011), him. 97.

31 Jasser Auda, Magasid Al-Shari’ah A Beginner’s..., him. 3-4.

32 Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Magashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis
Fikih dan Ekonomi (Depok: Rajawali Pers, 2019), him. 4.

% 1bid., hIm. 309.
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apabila ditinjau dari segi bahasa artinya adalah kebutuhan yang
mendesak®* atau kebutuhan yang bersifat esensial. Kedua, Magasid al-
Hajiyyat meliputi segala kebutuhan yang seyogyianya dipenuhi, dan
yang menjadikan realisasi al-usi/ al-knamsah lebih baik,* yang apabila
tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan. Ketiga, Magasid al-
Tahsiniyyat yang meliputi keperluan dan perlindungan yang menjadi
penunjang untuk kenyamanan dan kelapangan (komplementer), baik
yang bersifat substansial maupun instrumental .

b) Berdasarkan jangkauan tujuan hukum untuk menggapai Magasid Asy-
Syart’ah; yang terbagi menjadi tiga golongan yaitu (i) Magasid yang
bersifat Umum, yang dapat ditemukan di dalam hukum Islam secara
keseluruhann; (i) Magasid Khusus yang dapat ditemukan pada bab
tertentu dari hukum Islam; (iii) Magasid Parsial yang meliputi ‘tujuan-
tujuan yang dikehendaki dari suatu teks hukum tertentu’ %’

c) Berdasarkan lingkup subjek hukum yang dicakup oleh Magasid Asy-
Syari’ah, terbagi dalam dua kategori antara lain (i) Magasid Kulliyyat

yaitu Magasid yang bersifat universal mencakup jangkauan manusia

3 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers,
2013), him. 106.

35 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid. .., him. 72.

3% Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan llmu Pengetahuan dalam Ushul
Figh (Jakarta: Kencana, 2016), him. 102.

37 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, alih bahasa Rosidin
dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan, 2015), him. 36
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secara luas. (i) Magqasid Individual yaitu hanya menjangkau seputar
kepentingan perorangan.
d) Berdasarkan sejauh mana Magdasid mencerminkan keseluruhan Nas.
e) Berdasarkan orientasi kandungan Magqasid Asy-Syari’ah yaitu dari segi
keduniaan dan segi keakhiratan.
f) Berdasarkan tingkat kekuatan dalil terbagi menjadi tiga yaitu (i)
Qat’iyyah, (ii) Zanniyyah, dan (iif) Wahmiyyah.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau
dapat disebut sebagai studi teks yang merupakan penelitian yang
mengutamakan bahan tertulis berdasarkan konteks dalam proses analisanya.
Adapun objek pada penelitian ini adalah Undang-Undang No 25 tahun 1992
tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro yang berfokus pada pengawasan dan jaminan hukum bagi
nasabah penabung dannasabah investor. Selain itu; fakta lapangan yang terkait
dengan pembahasan juga dijadikan sebagai objek-dalam penelitian ini, baik
yang bersumber dari media cetak, media elektronik, dan/atau media internet.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitik yaitu dengan
mendeskripsikan pandangan peraturan-peraturan dan gambaran fakta-fakta

yang berkaitan dengan penelitian, kemudian melakukan proses analisa dengan
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menggunakan perspektif hukum Islam yaitu dengan konsep Magasid asy-
Syari’ah.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan
ini digunakan untuk melihat aturan hukum tentang peran dan kewajiban
pemerintah dengan menggunakan konsep Magqasid asy-Syari’ah. Serta untuk
meninjau sistem pengawasan berdasarkan regulasi yang ada.
4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, peneliti mengklasifikasikan sumber-
sumber data yang diperlukan dalam penelitian, antara lain bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer; yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 25
tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 1 tahun 2013 tentang
Lembaga Keuangan Mikro, serta peraturan perundang-undangan lain
yang terkait dengan penelitian.

b. Data Sekunder; adalah sumber-sumber yang diperaleh dari buku-buku,
jurnal, artikel, disertasi, tesis,-kamus, ensiklopedi, dan karya tulis lain
yang  berkaitan dengan objek penelitian yaitu sistem pegawasan
lembaga keuangan skala mikro di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan, maka data
penelitian diperoleh dengan cara mencari data-data yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan
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sumber tertulis lain yang sesuai dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini
juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada beberapa
pengurus BMT yang digunakan sebagai data pendukung dalam proses analisa
terkait pengawasan LKM berbadan hukum Koperasi di Indonesia.
6. Analisis Data
Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif-
analitik, maka analisa yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap
data primer dan data sekunder yang telah terkumpul. Setelah data terkumpul,
pertama-tama akan dilakukan review terhadap berbagai data yang telah
terkumpul. Kemudian mengatur urutan data dengan mengkategorisasikan
sesuai sub tema yang dikaji. Langkah terakhir yaitu dilakukan analisa data
kolektif yang diperolen kemudian diinterpretasikan dan diperoleh suatu
konklusi pendapat terhadap permasalahan yang telah dikaji.
G. Sistematika Pembahasan
Pada Bab I berisi tentang pendahuluan; antara lain yang mengandung
uraian-uraian atau argumentasi yang dapat menggiring pembaca pada pokok
masalah yang akan diteliti, serta tujuan dilakukannya penelitian. Pada bab ini
juga menampilkan kajian-kajian dengan tema yang sama, guna dijadikan sebagai
acuan penelitian. Kemudian terdapat uraian metode yang digunakan dalam
penelitian yang akan dilakukan, guna membantu peneliti untuk melakukan

penelitian.
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Bab Il berisi tentang teori dan gambaran umum Lembaga Keuangan
Mikro di Indonesia; teori pengawasan; dan konsep Magasid al-Syari’ah sebagai
pisau analisa dalam kajian.

Bab 111 berisi tentang tinjauan umum pengawasan Lembaga Keuangan
Mikro dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan
UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Bab IV berisi analisis peneliti yang disampaikan dengan argumen untuk
memecahkan permasalahan, antara lain yaitu menganalisa sistem pengawasan
LKM di Indonesia berdasarkan UU LKM dan UU Perkoperasian beserta seluruh
peraturan pelaksanaannya; kemudian melakukan analisa terhadap pentingnya
pengawasan LKM di Indonesia berdasarkan konsep Magasid al-Syari’ah
perspektif Jasser Auda.

Bab V berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisa permasalahan yang

diajukan dan diuraikan pada bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengawasan LKM berbadan hukum Koperasi dilakukan dengan koordinasi
antar lembaga yang berwenang secara atribusi berdasarkan amanat undang-
undang, yaitu OJK dan Kemenkop. OJK adalah lembaga yang berwenang
mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan oleh LKM. Hal ini berdasarkan
bahwa izin merupakan sebuah instrumen pengawasan, yang berarti OJK
sebagai lembaga yang memberikan izin usaha lah yang berwenang atas
pengawasan dan pembinaan kegiatan jasa keuangan LKM. Sedangkan
Kemenkop tetap memiliki andil dalam hal pengawasan kelembagaan LKM
sebagai badan hukum Koperasi.

2. Pengawasan merupakan sebuah sarana (wasilak) untuk mencapai lima
aspek utama kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dah harta) dengan
menggunakan konsep Sadd adz-Dzari’ah sebagai salah satu metode ijtihad
magqasidi.. Adapun | realisasinya ‘menempati tingkat® pemenuhan yang

bersifat daririyyat atau merupakan sebuah keniscayaan.

B. SARAN
1. Perlu disusun pola koordinasi antar instansi yang jelas agar dapat dipahami
oleh masyarakat baik secara umum ataupun bagi LKM yang belum maupun

sudah mendapatkan izin usaha dari OJK, dengan tujuan supaya tidak terjadi
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kesalahpahaman tentang adanya overlapping pengaturan pengawasan
LKM di Indonesia.

. Jika memungkinkan, dapat dilakukan penyederhanaan aturan yang dapat
mengakomodir semua jenis jasa keuangan yang termasuk ke dalam LKM.
. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan dapat
mewujudkan aspek perlindungan konsumen terhadap nasabah LKM jika
sifatnya adalah sebuah keharusan, sebagaimana lembaga perbankan pada
umumnya. Bukan sekadar menjadi suatu kebolehan yang sifatnya tidak
mengikat dan memaksa.

Merujuk pada Pasal 19 tentang Penjaminan Simpanan UU No 1 Tahun
2013 tentang LKM.

. Perlunya segera melakukan persiapan sumberdaya manusia dan
infrastruktur dalam rangka pendelegasian wewenang pembinaan dan
pengawasan di setiap Pemerintah Kabupaten/Kota.

. Perlu dilakukan pendataan secara berkala, terhadap LKM yang belum
berbadan” hukum “dan" belum mempunyai izin. usaha dari OJK untuk
kemudian melakukan himbauan agar segera mengurus perizinan kepada

OJK demi tercapainya perlindungan dana masyarakat.
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